Buek uejeibey uep weiboid uebueusmey uexeunbbusw bBueselp
BIONIEAN MM NEE EloNIeAn ‘Hedng em neje nedng “nusagng
IBeA Nele Jnuisgno, emyeq ‘(€) jefe |/ |esed ueyleseplag
 U8JUs Liep siinye) ueninjesiad jedepuau ||enday uejeqel

esew Jiyye uebusp ledwes uojed uebuesed uedejouad [ef6ue)
wn|aqes ueng (weus) 9 jeqeled uenuebbuad ueynyepw Buelejp
BJOY IIEM INEM NEJE EJONIEM ‘jedng | neje nedng ‘inusagnb
IYeM neje Jnuisgno, emuyeq ‘(z) 1ehe |, |esed uexeseplag
- uojeo uebuesed njes yejes

ueyibniaw neje ueybunjunbusw Bued uexepul neje/uep uesninday
lenquaw Buelep yeinjjule] UEINGSS neje eseg ejeday uep
‘'4704/INL ejobbue ‘esebau idis injesede jeqefad ‘yesoep jeqefed

‘ejebau jeqelad, uespngakusw (1) jeke |/ [esed uexiesepeg
- elsaueopu|

uep eIsauopu| yjqnday etebaN

dig Jnjesedy uexieg!aw Buese|ip uojed
jehe 0/ lesed ue)iesepieg

[BUOISEN EBJejudl gjobbue
ueisijoday| ejobbue ‘esebaN !
uebuesed, uexeleAusw ‘g jniny (1)

‘6uepun

-6uepun 1pelUsiy BIONI[EM UEP
10z unye | JOWON Buepun-buepun nnuebbuad yel

uedejeuad bueual SlL0
enpa)y ueyeqnied Buejus] 9102

‘yedng ‘Inuieqnd ueyljwad Buejual
uBWad ueinjesed
Z unyel | JOWON Buepun-buepun Selv
unyel 0} JOWON Bbuepun-buepun 'L

wnynH Jesed v

‘lewn( Bjoy nisemeg enid

‘16uIbulg uejuEN) usjedngey| njsemeq enisH
‘ninH 11BeJpu| uajedngey| njsemeg ENS)
‘puessy “day uajedngey njsemeg eniSM
‘sijexbuag uajednged nisemeg enio)

‘yeig usjedngey| nisemed en}ey

‘ueme|e|od uaiedngey| nisemed PEN

‘I uexoy uajednqey| nisemeg eNIS
‘ninH uexoy uajednqey| njsemeg eNISH

ueyefasuad 1SN

Bunuad
0202/80/00"10°'Wdl/l ¥/8€0

jedwa |

|_U

N L

‘IIA Epeday

|eyusd
uedidwie
1BlS
JOWoN

0207 smenby y1 'NIBQUENG

vewe ‘gutsivs (1940) ¢ uodajay

prrof npsemvainell

geiut nivguuNey (oysuwil
:<_:_v2_>cz

WNKN NVHINKHEd S

VMVONId NVavu

woldwoN) rag ‘ON ONdpPNS PV MR

NSV Gy

Dipindai dengan CamScanner



menguntungkan atau marugikan salah satu pasangan calon baik di
daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waklu 6 (anam) bulan
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dangan
penetapan pasangan calon terpilih” '

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tantang Aparatur Sipil Negara;

« Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) menyebutkan
"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN bardasarkan
pada asas netralitas”. Asas netralitas berarti bahwa seliap Pagawasi
ASN tidak berpihak darl segala bentuk pengaruh manapun dan tidak
memihak kepentingan siapapun,

« Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) "Pegawai ASN harus bebas dari

pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf ¢ "PNS diberhentikan tidak

dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik”.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 29 huruf g menyebutkan “Kepala Desa dilarang menjadi

pengurus partai politik”.
« Pasal 29 huruf j “Kepa
dalam kampanye pemilihan umum

daerah”.

. Pasal 30 ayat (1) : Kepala Desa yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

. Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan

pemberhentian ~ sementara dan dapat dilanjutkan dengan

la Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat
dan / atau pemilihan kepala

pemberhentian.
. Pasal 51 huruf g menyebutkan “Perangkat Desa dilarang menjadi
pengurus partai politik”.
“Perangkat Desa dilarang ikut serta

. Pasal 51 huruf j menyebutkan
dan/atau terlibat dalam kampanye pe

pemilihan kepala daerah”.
. Pasal 52 ayat (1) : Perangkat Desa yang melanggar larangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif

berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
. Pasal 52 ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan
pemberhentian sementara  dan dapat dilanjutkan dengan

pemberhentian.

milihan umum dan/atau

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
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Pasal 4 angka 15 maenyabutkan “seftiap PNS dilarang membarikan
dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kapala Daerah, dengan
cara ! "

Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
alau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu

sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan unti kerjanya, anggota

keluarga dan masyarakat.

Peraturan Badan Pengawas Pemililihan Umum Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

« Pasal 3 menyebutkan “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan
Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai
ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta
melanggar kode etk dan/atau  disiplin masing-masing

lembaga/instansi”.

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Pengawas Pemilu melakukan
pengawasan Netralitas Pegawasi ASN, Anggota TNI dan Anggota

Polri terhadap :

- Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye;

dan
- Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5§ Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 Tentang, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil
Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahhun 2020;
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7. Perjanjlan Kerjasama antara Badan Pengawas Pemillhan Umum
dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:
0155/K. BAWASLU/HMI02.00/V1/2020 dan Nomor: 4/IPKS/KASN/B/2020
Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020;

8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020
Tetang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.

B. Upaya Pencegahan dan Pengawasan

Berdasarkan pada dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya
pencegahan dan tugas pengawasan terhadap Netralitas Aparatur  Sipil
Negara (ASN) pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Riau, dengan ini
Bawaslu Provinsi Riau mengintruksikan kepada saudara untuk:

1. Menyampaikan surat pencegahan langsung kepada para Camat dan
Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya diwilayah kerja masing-masing
untuk tidak terlibat dalam politik praktis, bersikap Netral dan menjaga
integritas serta profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas
selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020
serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan di atas dan peraturan perundang-undangan terkait
lainnya;

2. Menghimbau kepada Camat selaku Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa
dan Perangkat Desa di wilayah kerja masing-masing untuk bersama-
sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan penegakan aturan:

3. Mempublikasikan kegiatan pencegahan pada point 1 (satu) diatas kepada
media masa untuk diketahui oleh publik; .

4. Melaporkan perkembangan intruksi sebagaimana dimaksud pada point 1
dan point 2, kepada Bawaslu Provinsi Riau pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.
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